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ABSTRAK

Hukum berperan penting scbagai pedoman  dalam menciptakan  keadilan dan
ketertiban, termasuk dalam mengatur jangka waktu pemberian Hak Guna Bangunan
(HGB) di Indonesia. Ketentuan mengenai HGB telah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang
membatasi masa berlakunya  hingga maksimal 50 tahun. Namun, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 menctapkan perpanjangan jangka waktu HGB
hingga mencapai 160 tahun, schingga menimbulkan konflik norma antara kedua
peraturan terscbut. Konflik ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam
pencrapan prinsip hicrarki peraturan perundang-undangan, yang mengatur bahwa
undang-undang memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan
pemerintah.  Penclitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menganalisis
aspck normatif terkait ketentuan hukum dan memberikan solusi preskriptif yang
sesuai. Fokus penclitian diarahkan pada kesesuaian antara PP No. 12 Tahun 2023
dengan UUPA dalam kontcks pengaturan jangka waktu HGB. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara kedua regulasi terscbut, yang
benimplikasi pada konflik hukum berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori,
yakni bahwa peraturan yang memiliki hicrarki lebih tinggi harus diutamakan. Olch
karena itu, ketentuan dalam PP No. 12 Tahun 2023 yang memperpanjang jangka
waktu HGB perlu disesuaikan agar tidak bertentangan dengan UUPA. Penyesuaian
ini sangat penting untuk memastikan adanya harmonisasi, keadilan, dan kepastian
hukum dalam pengaturan hak atas tanah. Dengan demikian, pembenahan regulasi
diharapkan dapat mendukung terciptanya kesclarasan hukum yang lebih baik, sesuai
dengan prinsip-prinsip dasar agraria yang diatur dalam UUPA.

Kata Kunci: Hak Guna Bangunan, Jangka Waktu HGB, Lex superiori derogat legi
priori.




ABSTRACT

Law plays a crucial role as a guideline in creating justice and order, including in
regulating the duration of Building Use Rights (Hak Guna Bangunan or HGB) in
Indonesia. Provisions regarding HGB are stipulated in Law Number 5 of 1960
concerning the Basic Agrarian Principles (UUPA), which limits its validity period to
a maximum of 50 years. However, Government Regulation Number |2 of 2023
extends the HGB period to up to 160 years, resulting in a normative conflict between
these two regulations. This conflict indicates issues in the application of the principle
of the hierarchy of laws and regulations, which asserts that laws hold a higher
position than government regulations. This study employs a normative research
method with a statutory approach and a conceptual approach to analyze the
normative aspects of these legal provisions and provide appropriate prescriptive
solutions. The research focuses on the compatibility of Government Regulation No.
12 of 2023 with the UUPA in the context of HGB duration regulations. The findings
reveal inconsistencies between the two regulations, leading to legal conflicts under
the principle of lex superior derogat legi inferiori, which stipulates that higher-
hierarchy regulations must take precedence. Therefore, the provisions in Government
Regulation No. 12 of 2023 extending the HGB duration must be aligned to avoid
contradiction with the UUPA. This adjustment is essential to ensure harmony, justice,
and legal certainty in land rights regulation. Thus, regulatory reform is expected to
foster better legal alignment in accordance with the fundamental agrarian principles
outlined in the UUPA.

Keywords: Building Use Rights, HGB Duration, Lex superior derogat legi inferiori.
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